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BUPATI MEMPAWAH,

bahwa pajak daerah merupakan salah satu sumber
penerimaan asli daerah yang memiliki peran penting
dalam meningkatkan kemampuan keuangan daerah
guna membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
yang diperuntukkan bagi sebesar-besarnva
kemakmuran rakyat;

bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah, kepada Pemerintah Daerah untuk
menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik di
bidang pengelolaan keuangan daerah;

bahwa dalam rangka optimalisasi pemungutan pajak
daerah dan untuk memberikan kemudahan kepada
wajib pajak, perlu menerapkan sistem online pajak
daerah;

bahwa  berdasarkan  pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Elektronik
Pajak Daerah di Kabupaten Mempawah;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan  Undang-Undang Darurat Nomor 3
Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah
Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik  Indonesia
Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1820);



Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepostisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 19 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019

Nomor 183, Tambahan Lembaran Negera Republik
Indonesia Nomor 6398);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dgngan Undang—Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6573);



Menetapkan:

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5950);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 1781);

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pajak
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah
Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Mempawah Nomor 3).

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM ELEKTRONIK
PAJAK DAERAH DI KABUPATEN MEMPAWAH.



BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

10.

11.
12.

13.

14.

15.

Daerah adalah Kabupaten Mempawah

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
Pemeringahan Daerah yang memimpin pelaksanaan  unsur
pemerintahan vang menjadi Kewenangan Daerah Otonom.

Bupati adalah Bupati Mempawah.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah dalam Penyelenggaraan  Urusan
Pemerintahan yang menjadi kewanangan Daerah.

Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah vang selanjutnya disingkat
BPPRD adalah Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten
Mempawabh.

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak,
pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan
kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan daerah.

Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan
pajak.

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan
kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan
usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer,
perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan
usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun,
firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan,
yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi
lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi
kolektif dan bentuk usaha tetap.

Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar
badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha
maupun vang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan
tempat penitipan kendaraan bermotor.

Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak
bersifat sementara.

Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan
termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang
mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata,
pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos
denganjumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).

Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh
restoran.

Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman
dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan,
kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasukjasa
boga/katering.

Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan



16. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan,

dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.

- Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas pengambilan dan/atau

pengusahaan sarang burung walet.

Pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet adalah

pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet di habitat

alami dan di luar habitat alami.

19. Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik,
baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.

20. Pajak Mineral Bukam Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan
pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber
alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.

21. Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah mineral bukan logam dan
batuan sebagaimana dimaksud di dalam Peraturan Perundang-
undangan di bidang mineral dan batubara.

22. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah pajak atas
perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.

23. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan
atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas
tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau Badan.

24. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender yang
menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan
melaporkan pajak yang terutang.

25. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun
kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang
tidak sama dengan tahun kalender.

26. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu
saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian
Tahun Pajak sesuai dengan Kketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan daerah.

27. Pajak yang akan terutang adalah pajak yang telah terhitung
besarannya namun belum melewati Masa Pajak.

28. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari
penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnva
pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib
Pajak serta pengawasan penyetorannya.

29. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah Secara Elektronik yang
selanjutnya disebut sebagai SPTPD elektronik adalah SPTPD yang
dibuat secara elektronik yang berfungsi sebagai sarana pelaporan
penghitungan dan/atau pembayaran pajak.

30. Surat Setoran Pajak Daerah Elektronik yang selanjutnya disebut
SSPD elektronik adalah SSPD yang dibuat secara elektronik yang
dibuat sebagai SSPD.

31. Bank Persepsi adalah bank umum yang ditunjuk oleh Pemerintah
Daerah untuk menerima setoran penerimaan daerah.

32. Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima
sebagai imbalan atas penyerahan jasa sebagai pembavaran kepada
pengusaha hotel, pengusaha restoran, pengusaha hiburan, dan

pengusaha penyelenggaraan fasilitas parkir untuk umum di luar
ruang milik jalan.

18.



33.

34.

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

(1)

Online adalah sambungan langsung antara subsistem satu dengan
subsistem lainnya secara elektronik dan terintegrasi serta real time.
Sistem elektronik yang selanjutnya disebut sebagai sistem adalah
serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi
menyiapkan, mengumpulkan, mengelola, menganalisis, menyimpan,
menampilkan, mengumumkan, mengirimkan dan/atau menyebarkan
informasi elektronik.

BAB II
SISTEM ONLINE PEMBAYARAN DAN PENYETORAN PAJAK DAERAH

Pasal 2

Wajib Pajak dapat melakukan pembayaran dan penyetoran pajak
dengan sistem online.

Jenis pajak dengan sistem online pembayaran dan penyetoran pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

Pajak Hotel;

Pajak Restoran;

Pajak Hiburan;

Pajak Reklame;

Pajak Penerangan Jalan;

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;

Pajak Sarang Burung Walet;

Pajak Parkir;

Pajak Air Tanah;

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
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Pasal 3

Wajib Pajak melakukan pembayaran dan penyetoran pajak dengan
sistem online melalui bank persepsi sesuai ketentuan Peraturan
Perundang-undangan.

Wajib Pajak melakukan pembayaran dan penyetoran pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan setoran tunai, transfer
dan/ atau menggunakan fasilitas pembayaran dan penyetoran yang
disediakan oleh bank persepsi ke rekening Kas Daerah.

Bank persepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
menyediakan fasilitas pembayaran dan penyetoran pajak melalui :

a. Anjungan Tunai Mandiri (ATM);

b. internet banking,

c. mobile banking;

d. Cash Management Service (CMS); dan/atau

e. fasilitas lain yang dimiliki dan dikembangkan oleh bank persepsi.

Pasal 4

Bukti pembayaran dan penyetoran pajak dengan sistem online yang
dikeluarkan dan diakui oleh bank persepsi dipersamakan dengan

SSPD.



(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

(4)

Pembayaran pajak terutang juga dapat dilakukan secara SSPD
elektronik.

SSPD elektronik sebagaimana dimaksud pac!a ayat (?) diisi dengan
benar, jelas, dan lengkap, serta ditandatangani oleh Wajib Pajak.

Pembayaran dan penyetoran pajak dengan cara transfer dan/atau
menggunakan fasilitas pembayaran dan penyetoran sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah apabila telah dibukukan pada
Kas Daerah.

Pasal 5

BPPRD dan bank persepsi melaksanakan rekonsiliasi atas pembayaran
dan penvetoran Pajak melalui Sistem Online.

Hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan
dalam Berita Acara Rekonsiliasi.

Pasal 6

Untuk memberi kemudahan kepada wajib pajak dalam mengelola
keuangan secara efektif dan efisien, bank persepsi dapat memberikan
layanan CMS.

Penyajian data atas pelayanan CMS sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) bersifat rahasia dan hanya dapat diketahui oleh wajib pajak,
bank persepsi dan Bupati melalui BPPRD.

BAB I
SISTEM ONLINE SPTPD

Pasal 7

Sistem online SPTPD dilaksanakan oleh BPPRD dengan menyediakan
fasilitas e-SPTPD.

Jenis Pajak yang dapat dihubungkan dengan Sistem Online SPTPD :
Pajak Hotel;

Pajak Restoran;

Pajak Hiburan;

Pajak Parkir,

Pajak Sarang Burung Walet

Pajak Penerangan Jalan;

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; dan

Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

FRoO Q0 o

Wajib Pajak wajib melakukan pelaporan pajak terutang melalui SPTPD
elektronik yang disampaikan kepada BPPRD.

Wajib Pajak wajib mengisi SPTPD elektronik dengan benar, jelas dan
lengkap guna kemudian disampaikan kepada Bupati melalui Kepala
BPPRD.



(5)

(6)

(1)

(2)

(3)

(4)

(2)

(1

SPTPD elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
disampaikan kepada Pejabat selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari
setelah berakhirnya masa pajak.

Apabila penyampaian SPTPD elektronik sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) jatuh pada hari libur, maka penyampaian SPTPD dilakukan
pada 1 (satu) hari kerja setelah hari libur.

BAB 1V
SISTEM ONLINE INFORMASI DAN DOKUMEN
YANG BERKAITAN DENGAN PAJAK DAERAH

Pasal 8

Sistemn online informasi dan dokumen yang berkaitan dengan Pajak
Daerah dilaksanakan oleh BPPRD dengan menyediakan sarana
pengiriman informasi elektronik dan dokumen elektronik yang
berkaitan dengan pajak daerah kepada wajib pajak.

Jenis pajak daerah yang dapat dihubungkan dengan sistem online
informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pajak meliputi:
Pajak Hotel;

Pajak Restoran;

Pajak Hiburan;

Pajak Reklame;

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan,;

Pajak Sarang Burung Walet;

Pajak Parkir;

Pajak Air Tanah;

i. Pajak Bumi dan Bangunan; dan

j. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
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Informasi elektronik dan dokumen elektronik serta hasil cetaknya
merupakan alat bukti perpajakan yang sah.

Informasi elektronik dan dokumen elektronik serta hasil cetakannya
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menggunakan sistem elektronik
yang disediakan oleh BPPRD.

Pasal 9

Waktu pengiriman informasi elektronik dan dokumen elektronik
ditentukan pada saat informasi elektronik dan dokumen elektronik
telah dinyatakan terkirim oleh sistem elektronik.

Waktu penerimaan suatu informasi elektronik dan dokumen elektronik
ditentukan pada saat informasi elektronik dan dokumen elektronik
telah dinyatakan diterima oleh sistem elektronik

BAB V
PENGAWASAN

Pasal 10

Bupati melakukan pengawasan atas penggunaan dan/atau penerapan
Sistem Elektronik Pajak Daerah.



(2) Pengawasan penerapan Sistem Elektronik Pajak Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh BPPRD.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Penerapan sistem online SPTPD dan sistem online informasi dan dokumen
vang berkaitan dengan pajak daerah selain Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan dilakukan setelah adanya integrasi sistem
dengan bank persepsi.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Mempawah
Pada tanggal |[(- (D - 2021
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